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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Paradoks 

Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dalam Pemanfaatan Aset 

Daerah: Problematika Build–Operate–Transfer dan Jalan Keluar 

(Escape Clause)” ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Pemanfaatan aset daerah melalui skema kerja sama dengan pihak 

ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung 

pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya publik. Dalam 

praktiknya, salah satu bentuk kerja sama yang sering digunakan adalah skema 

Build–Operate–Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS), yang 

memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan aset yang dimiliki tanpa 

harus membebani anggaran publik secara langsung. Melalui mekanisme ini, 

pihak ketiga diberi kesempatan untuk membangun dan mengelola suatu 

fasilitas dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya diserahkan kembali 

kepada pemerintah sebagai pemilik aset. 

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya sering muncul 

berbagai persoalan hukum, khususnya ketika kerja sama tersebut 

menggunakan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak 

Pengelolaan (HPL). Di satu sisi, pengaturan mengenai pengelolaan barang 

milik negara/daerah berada dalam rezim hukum keuangan negara yang 

memiliki karakter pengaturan tersendiri. Di sisi lain, pengaturan mengenai hak 

atas tanah berada dalam rezim hukum agraria yang memiliki prinsip dan 

konstruksi hukum yang berbeda. Perbedaan rezim pengaturan tersebut dalam 

praktiknya tidak jarang menimbulkan berbagai penafsiran, bahkan 

memunculkan paradoks hukum dalam menentukan status penguasaan tanah, 

mekanisme peralihan hak, pembebanan jaminan, hingga perpanjangan hak 

atas tanah yang menjadi objek kerja sama. 

Buku ini berupaya menguraikan secara komprehensif berbagai 

persoalan hukum yang muncul dalam praktik pemanfaatan aset daerah melalui 

skema Build–Operate–Transfer dengan alas hak HGB di atas HPL, sekaligus 

memberikan pemahaman mengenai konstruksi hukum yang 

melatarbelakanginya. Selain itu, buku ini juga mencoba menawarkan gagasan 

mengenai kemungkinan jalan keluar (escape clause) sebagai upaya untuk 
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menjembatani berbagai konflik pengaturan yang muncul akibat perbedaan 

rezim hukum yang mengatur bidang tersebut. 

Penulis menyadari bahwa pembahasan dalam buku ini tentu masih 

memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi 

penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Harapannya, buku ini 

dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum pertanahan dan pengelolaan aset daerah, serta 

dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pemangku 

kebijakan dalam memahami berbagai persoalan yang muncul dalam praktik 

pemanfaatan aset daerah. 

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan 

menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan dalam pengelolaan aset publik di Indonesia. 

 

 

 Salemba, 09 Februari 2026  

 Penulis 

 

 

 A. Ishni Bukit Jaya 
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